TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBARUAN AKAD MUḌĀRABAH (TAḤAWWUL AL-’AQD) DI BMT SYIRKAH MUAWANAH NAHDLATUL ULAMA KRAMAT CABANG PURWOKERTO by FIRMAN NIZAR, NIM. 1423202060
 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN 
PEMBARUAN AKAD MUḌĀRABAH (TAḤAWWUL AL-’AQD) 
DI BMT SYIRKAH MUAWANAH NAHDLATUL ULAMA 




Diajukan kepada Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  








PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI’AH 
JURUSAN MUAMALAH 
FAKULTAS SYARI’AH 

















NOTA DINAS PEMBIMBING 
 
Kepada Yth. 





Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap 
penulisan skripsi dari Firman Nizar, NIM. 1423202060 yang berjudul: 
 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN 
PEMBARUAN AKAD MUḌĀRABAH (TAḤAWWUL AL-‘AQD) DI BMT 
SYIRKAH MUAWANAH NAHDLATUL ULAMA KRAMAT CABANG 
PURWOKERTO 
 
Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada 
Dekan Fakultas Syaraih IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka 
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
 
 





H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. 
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Akad Muḍārabah merupakan kesepakatan/kerja sama antara pemilik dana (ṣāḥib 
al-māl) dan pengelola usaha (muḍārib) dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. 
Akad muḍārabah diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah, seperti BMT SM NU 
Kramat Cabang Purwokerto. Dalam hal ini, BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto 
berlaku sebagai pemilik modal dan nasabah/mitra berkerja sebagai pengelola modal. 
Pengembalian modal dan keuntungan dilakukan dengan cara angsuran dalam jangka 
waktu yang disepakati. BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto memiliki kebijakan 
pembaruan akad muḍārabah bagi mitra yang jangka waktu akadnya telah berakhir 
namun masih memiliki kewajiban angsuran dan top up bagi mitra yang mengajukan 
tambahan modal pada saat akad belum selesai. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pelaksanaan pembaruan akad muḍārabah di BMT SM NU Kramat ditinjau 
menurut hukum Islam. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah manager/kepala kantor dan supervisi BMT 
SM NU Kramat Cabang Purwokerto, sedangkan objek yang diteliti adalah pelaksanaan 
pembaruan akad muḍārabah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari manager/kepala 
kantor dan supervisi BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto, sedangkan sumber data 
sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, serta dokumen yang berkaitan 
dengan permasalahan yang dikaji penulis. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan 
teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 
Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan 
pembaruan akad muḍārabah di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto ditujukan bagi 
nasabah/mitra yang masih memiliki kewajiban angsuran pada akad sebelumnya dan 
memiliki keinginan untuk dibina. Modal akad baru terlebih dahulu digunakan untuk 
menutupi kewajiban angsuran akad lama. Berdasarkan ketentuan akad muḍārabah, rukun 
muḍārabah yang meliputi ‘āqidain (para pihak), ma’qūd (modal, usaha, keuntungan), 
dan ṣīgat (kontrak) telah terpenuhi. Para pihak yang memliki kecakapan hukum juga 
sudah memenuhi syarat pelaku akad muḍārabah.  Sedangkan syarat modal harus ada dan 
diserahkan kepada muḍārib dalam pembaruan akad ini tidak terpenuhi. Begitu juga 
dengan syarat keuntungan, keuntungan milik bersama juga tidak terpenuhi melihat di 
dalam akad hanya terdapat prosentase keuntungan yang didapatkan BMT, sedangkan 
penghitungan dan prosentase yang didapatkan oleh nasabah/mitra tidak dijelaskan. 
Prosentase tersebut juga dihitung dari modal yang diberikan, bukan dari hasil yang 
didapatkan sebagaimana prinsip akad muḍārabah bagi hasil (profit sharing). Dengan 
demikian, dapat disimpulakan bahwa pelaksanaan pembaruan akad muḍārabah di BMT 
SM NU Kramat Cabang Purwokerto secara umum belum sesuai dengan ketentuan 
hukum Islam. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Islam adalah agama yang komprehensif (raḥmatan li al-’ālamīn) yang 
mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh 
Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah 
aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial.
1
 
Kegiatan secara individual meliputi kegiatan ritual (maḥḍah) yakni hubungan 
langsung dengan pencipta manusia, Allah SWT, sedangkan kegiatan sosial 
yakni hubungan manusia dengan manusia yang lain. 
Telah menjadi sunnatullāh bahwa manusia membutuhkan satu dengan 
yang lain, artinya dalam melakukan kegiatan sehari-hari manusia harus 
bermasyarakat, tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Diantara 
pergaulan bermasyarakat itulah, mengenai kepemilikan benda, hak-hak, serta 
persekutuan-persekutuan seperti jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, 
gadai, hibah dan lain sebagainya diatur dalam suatu hukum mu’āmalah , yaitu 
salah satu aturan (hukum) dalam Islam yang mengatur hubungan manusia 
dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.
2
  
Salah satu bentuk dari hubungan yang berkenaan dengan kebendaan 
dan kewajiban terhadapnya adalah kegiatan ekonomi dalam Islam. Kegiatan 
ekonomi dalam Islam adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan usaha 
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seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani maupun 
ruhani. Ekonomi dalam Islam bukan hanya untuk memeuhi kebutuhan yang 
berkaitan dengan pangan, papan, dan pakaian, tetapi juga kebutuhan ruhani 
agar manusia dapat memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, seimbang dan 
harmonis untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bermartabat.
3
 
Kegiatan ekonomi dalam Islam telah dilakukan sejak dahulu, yakni 
pada zaman Rasulullah Muhammad SAW dan berkembang sampai dengan 
saat ini. Kegiatan ekonomi pada masa Rasulullah SAW masih dilaksanakan 
secara klasik misalnya kegiatan perniagaan (perdagangan) yang dilakukan 
antar orang per-orang saja. Perkembangan dan perbedaan mulai terlihat ketika 
pelaksanaan kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan orang per-orang saja, 
melainkan melalui suatu lembaga atau badan hukum. 
Salah satu yang Allah terangkan dalam al-Qur‟an mengenai kegiatan 
ekonomi terdapat pada surat an-Nisa ayat 29 : 
                      
                      
     
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
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Melalui ayat di atas Allah melarang manusia memakan harta dari jalan 
yang batil, sedangkan solusi yang ditawarkan adalah kegiatan perdagangan 
(kegiatan ekonomi) yang dijalankan berdasarkan kesepakatan suka sama suka 
atau tidak ada yang dirugikan salah satu pihaknya dalam pelaksanaan.   
Kegiatan sehari-hari manusia termasuk kegiatan ekonomi tidak dapat 
dihindarkan dan terlepas dari akad (perjanjian). Melalui akad seorang lelaki 
disatukan dengan seorang wanita dalam kehidupan bersama, dan melalui akad 
juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita bisa dilaksanakan. Akad 
merupakan pertemuan ijab dan kabul antara dua pihak atau lebih untuk 
melahirkan akibat hukum pada objeknya.
5
 Akad membantu setiap orang 
untuk melaksanakan keinginan dan kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhi 
tanpa bantuan atau jasa orang lain. 
Perjanjian (al-’aqd) berbeda dengan janji (al-wa’d). Dalam kontrak 
1(perjanjian) terdapat suatu pernyataan atas keinginan positif dari salah satu 
pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lain dan menimbulkan akibat 
hukum atas objek perjanjian, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
Adapun janji adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk 
melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam kegiatan 
memberikan keuntungan bagi pihak lainnya.
6
 Dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPer) dijelaskan bahwa supaya terjadi persetujuan 
(perjanjian) yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu kesepakatan meraka 
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yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan 




Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 
2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur 
ketentuan mengenai kegiatan ekonomi sesuai aturan Islam.  Ketentuan 
mengenai akad diatur dalam Bab II pasal 21, akad dilakukan berdasarkan asas 
ikhtiyāri/sukarela, amānah/menepati janji, iḥtiyāṭi/kehati-hatian, luzūm/tidak 
berubah, saling menguntungkan, taswiyyah/kesetaraan, transparansi, 
kemauan, taisīr/kemudahan, itikad baik, sebab yang halal, al-ḥurriyyah 
(kebebasan berkontrak), al-kitābah (tertulis).
8
 
Dalam Islam terdapat dua akad yang dapat dibedakan dari segi 
tujuannya, yaitu : 
1. Akad tabarru’, yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan membantu 
pihak lain. Dalam Islam dikenal institusi keuangan yang bernama bait al-
māl, yaitu sektor institusi keuangan yang bersifat sosial. Pengumpulan 
dananya dilakukan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 
2. Akad mu’āwaḍāt, yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan untuk 
memperoleh keuntungan. Dalam Islam, dikenal institusi keuangan yang 
bernama bait at-tamwīl, yaitu sektor institusi keuangan yang bersifat 
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bisnis (dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan), seperti akad 
bai’, ijārah, termasuk muḍārabah.
9
  
Salah satu akad mu’āwaḍāt yang tidak dapat dipisahkan dari akad 
(perjanjian) adalah kerja sama dalam permodalan (muḍārabah). Muḍārabah 
merupakan kerja sama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik dana 
(ṣāḥib al-māl) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai 
pengelola usaha (muḍārib). Tujuan dari akad ini adalah memperoleh 
keuntungan dalam usaha perdagangan. Keuntungan dari akad muḍārabah 
dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya 
dalam bentuk presentase (nisbah). Sedangkan jika usaha itu mengalami 
kerugian maka kerugian itu ditanggug pemilik modal (ṣāḥib al-māl) 
sepanjang kerugian itu bukan kelalaian pengelola (muḍārib).
10
 
Perkembangan kegiatan ekonomi saat ini adalah akad tidak hanya 
dijalankan oleh orang per orang saja, di Indonesia berkembang dan dapat 
dilaksanakan oleh badan hukum atau lembaga/perbankan, lembaga keuangan 
syariah/perbankan salah satunya ialah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). 
Implementasi akad mu’āwaḍāt (untuk mencari keuntungan) di BMT salah 
satunya adalah akad muḍārabah. Dilihat dari segi pembagian transaksi, akad 
muḍārabah dibagi menjadi dua bagian, yaitu: muḍārabah muṭlaqah 
(penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan batasan) dan muḍārabah 
muqayyadah (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu).
11
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Baitul Maal wat Tamwil Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kramat 
(BMT SM NU Kramat) merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
Syariah (KSPPS) yang berpusat di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2011 
menjadikan Purwokerto sebagai salah satu sayap perkembangan BMT SM 
NU Kramat dengan nama BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto.
12
 
Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, BMT SM NU Kramat 
Cabang Purwokerto berupaya menghindari riba, upaya yang dilakukan 
terlihat dari produknya, yaitu akad muḍārabah. Akad muḍārabah di BMT 
SM NU Kramat Cabang Purwokerto yang dikenal sebagai Pembiayaan 
merupakan upaya kerjasama yang dilakukan sebagai pengembangan ekonomi 
umat bersama nasabah yang memliki kegiatan usaha, salah satunya pedagang 
pasar. Dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan muḍārabah, BMT 
bertindak sebagai pemodal (ṣāḥib al-māl) dan nasabah sebagai muḍārib 
melakukan kesepakatan.  
Proses pembiayaan dilakukan dengan berbagai tahap, di antaranya: 
1. Pengajuan pembiayaan oleh nasabah. 
2. Musyawarah Analisis Pembiayaan (MAP) oleh pihak BMT. 
3. Dicapainya kesepakatan/penerimaan (acc/accept) pengajuan pembiayaan 
oleh pihak BMT. 
4. Proses perjanjian/akad antara pihak BMT dan nasabah untuk 
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, serta tanda tangan 
di atas materai. 
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5. Berakhir pada suatu waktu yang disepakati. 
Salah satu pelaksanaan hak dan kewajiban dalam akad adalah BMT 
memberikan modal sedangkan nasabah dalam hal ini pedagang pasar 
berkewajiban memberikan setoran setiap harinya berupa cicilan modal serta 
keuntungan usaha sesuai bagian (nisbah) masing-masing pihak. 
Meskipun muḍārabah merupakan kerjasama untuk mencapai 
keuntungan, namun dalam beberapa kasus terkadang mengalami kerugian. 
Keuntungan ditandai dengan lancarnya cicilan nasabah kepada pihak BMT, 
sedangkan kerugian ditandai dengan kurang lancar atau macetnya sebuah 
cicilan. Apabila cicilan kurang lancar, maka ketika jatuh tempo kewajiban 
yang seharusnya sudah dipenuhi oleh nasabah mengalami sisa atau belum 
selesai memenuhi kewajibannya.  
Karena hal tersebut, BMT memberikan solusi untuk memenuhi 
kewajiban perjanjian yang lalu dengan melakukan perjanjian baru dalam 
jangka waktu (jatuh tempo) yang baru. Kekurangan kewajiban perjanjian 
yang lalu ditutup dengan modal dari perjanjian yang baru dengan cara 
dipotong. Setelah melakukan wawancara dengan kepala kantor BMT SM NU 
Kramat Cabang Purwokerto, diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian baru 
atau pembaruan akad yang terjadi dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu: 
1. Pembaruan akad setelah perjanjian berakhir, artinya akad telah selesai 








2. Top up, perjanjian (akad) lancar hingga 70% prosesnya telah 
dilaksanakan dan belum jatuh tempo, namun mengajukan pembaruan. 
3. Pembaruan akad setelah jatuh tempo, modal akad baru sebagian 




Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis akan fokus kepada 
pelaksanaan pembaruan akad dalam poin 2 dan poin 3 untuk diteliti, karena 
dalam poin 1 tidak terdapat masalah yang perlu untuk diteliti. Penulis 
memilih judul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembaruan 
Akad Muḍārabah (Taḥawwul al-’Aqd) di BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul 
Ulama Kramat Cabang Purwokerto” dengan tujuan memberikan kepastian 
hukum terhadap pelaksanaan pembaruan akad muḍārabah baik bagi BMT 
SM NU Kramat Cabang Purwokerto sebagai pemilik modal (ṣāḥib al-māl), 
maupun mitra/nasabah BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto sebagai 
pelaku usaha (muḍārib). 
B. Penegasan Istilah 
Dalam menulis sebuah penelitian, penulis menyadari setiap pembaca 
memiliki latar belakang yang berbeda-beda untuk memahami setiap kata yang 
digunakan dalam judul penelitian. Maka dari itu, diperlukan suatu penegasan 
istilah agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman pembaca, diantaranya 
adalah: 
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Berasal dari kata tinjau/meninjau yang artinya memeriksa atau 




2. Hukum Islam 
Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan 
Tuhan (Allah) disebut dengan ibadah maḥḍah, dan hubungan antara 
sesama manusia dan lingkungannya disebut ibadah gairu maḥḍah 
(mu’āmalah) yang dilandasi oleh syariat Islam.
15
 Adapun yang dimaksud 
hukum Islam dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang mengatur 
hubungan antar sesama manusia (mu’āmalah) di bidang ekonomi, yakni 
muḍārabah. 
3. Pelaksanaan Pembaruan Akad Muḍārabah 
Pelaksanaan berasal dari kata laksana, diartikan sebagai proses, 
cara, atau perbuatan melaksanakan.
16
 Adapun pembaruan berasal dari 
kata baru, diartikan sebagai proses, cara, atau perbutan membarui.
17
 Akad 
merupakan kesepakatan dalam sebuah perjanjian, sedangkan muḍārabah 
adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan 
pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.
18
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Dalam penelitian ini, yang dimaksud pelaksanaan pembaruan akad 
muḍārabah adalah proses terjadinya pembaruan dari akad muḍārabah 
yang lama kepada akad yang baru.  
4. BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto 
BMT SM NU Kramat yang merupakan singkatan dari Baitul Mal 
wa al-Tamwil Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kramat adalah salah 
satu lembaga keuangan yang bergerak dan menerapkan prinsip-prinsip 
syariah. Kantor pusat lembaga yang saat ini digolongkan sebagai 
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berpusat di 
wilayah Kramat kabupaten Tegal. Sedangkan Cabang Purwokerto 
merupakan suatu nama wilayah lain menunjukkan cabang dari lembaga 




C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan pembaruan akad muḍārabah di BMT SM NU 
Kramat Cabang Purwokerto? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembaruan akad 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan 
a. Mengetahui pelaksanaan pembaruan akad muḍārabah di BMT SM 
NU Kramat Cabang Purwokerto. 
b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembaruan 
akad muḍārabah yang terjadi di BMT SM NU Kramat Cabang 
Purwokerto. 
2. Manfaat 
a. Memberikan kepastian hukum kepada pelaku pelaksanaan 
pembaruan akad muḍārabah di BMT SM NU Kramat Cabang 
Purwokerto. 
b. Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai pelaksanaan 
pembaruan akad muḍārabah yang ada di BMT SM NU Kramat 
Cabang Purwokerto. 
c. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
E. Telaah Pustaka 
Telaah pustaka merupakan salah satu cara untuk mengetahui perbedaan 
penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya sudah ada, agar tidak 
terkesan adanya plagiasi. Selain itu, telaah pustaka juga berguna untuk 
menunjukkan pentingnya masalah yang diteliti, membantu menyempitkan 







variabel operasional dari penelitian lain.
20
 Teori mengenai akad muḍārabah 
telah banyak dibahas. Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa 
referensi yang berkaitan dengan penelitian penulis baik dari buku maupun 
penelitian skripsi, di antaranya adalah sebagai berikut: 
Jaih Mubarok dan Hasanudin dalam buku yang berjudul Fikih 
Mu’amalah Maliyyah yang ditulis seara paralel sebanyak lima buku dan 
saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, salah satu di antaranya 
berjudul Akad Syirkah dan Muḍārabah yang secara garis besar terdisi atas 
musyarakah, muḍārabah, kerja sama usaha bidang pertanian, serta 
pembagian hak, baik secara nyata  maupun secara hukum.
21
  
Skripsi Rahman Santo Haji yang berjudul Aplikasi Sistem Pembiayaan 
Mudharabah (Studi Kasus di BMT Makhabbah Kec.Sidareja Kab.Cilacap) 
menjelaskan secara umum aplikasi sistem pembiayaan muḍārabah di  BMT 
Makhabbah Kec.Sidareja Kab.Cilacap kemudian dianalisis berdasarkan 
hukum Islam. Praktek pembiayaan muḍārabah sejauh yang telah diteliti 
dilakukan oleh dua pihak namun belum sepenuhnya mengimplementasikan 
prinsip-prinsip dasar muḍārabah.
22
   
Skripsi Anis Atul Ma‟rifah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah di BMT Hanada Kebasen 
Kabupaten Banyumas menjelaskan mengenai praktik pembiayaan muḍārabah 
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di BMT Hanada Kebasen Kabupaten Banyumas yang ditinjau berdasarkan 
Hukum Islam, secara umum sah apabila dilihat dari rukun dan syarat 
pembiayaan muḍārabah, termasuk kategori muḍārabah muqayyadah, namun 
tidak sesuai dengan konsep muḍārabah menurut hukum Islam karena apabila 
usaha mengalami kerugian ditanggung oleh nasabah (muḍārib).
23
 
Skripsi Hendri Sugiantoro yang berjudul Umer Chapra dan 
Pemikirannya Tentang Muḍārabah menjelaskan bahwa pengertian 
muḍārabah menurut Umer Capra sama seperti pengertian muḍārabah 
menurut fiqh klasik yakni kerja sama antara ṣāḥib al-māl dan muḍārib untuk 
memperoleh keuntungan. Signifikansi muḍārabah terhadap perekonomian 
suatu negara terlihat dalam mengatasi pinjaman baik domestik maupun 
negeri. Apabila utang domestik pemerintah kepada pihak swasta 
dikonversikan kepada akad muḍārabah, maka akan menciptakan iklim 
investasi yang kondusif terhadap investor asing karena dalam muḍārabah 
tidak mengenal sistem bunga.
24
 
Secara umum penelitian ini juga akan membahas akad muḍārabah, 
namun objeknya lebih fokus terhadap pelaksanaan pembaruan akad yang 
terjadi di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto. Setelah melakukan 
perbandingan, penulis memastikan penelitian ini berbeda dengan penelitian-
penelitian sebelumnya dan belum pernah ada sebelumnya. 
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F. Sistematika Pembahasan 
Untuk mengetahui gambaran utuh mengenai penelitian skripsi ini, 
diperlukan adanya sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan 
tersebut diantaranya: 
Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, 
Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, dan 
Sistematika Pembahasan. 
Bab II Akad Muḍārabah dan BMT, berisi teori yang dibagi dalam dua 
subbab, yaitu tentang Akad Muḍārabah dan BMT secara umum. Pengertian 
Akad Muḍārabah, Dasar Hukum Akad Muḍārabah, Rukun Akad 
Muḍārabah, Syarat Akad Muḍārabah, Pengertian Akad Mudharabah, Akad 
Mudharabah dalam Fatwa DSN-MUI, Mudharabah dalam Perbankan 
Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah, Penyelesaian Pembiayaan 
Bermasalah pada Perbankan Syariah, serta Novasi (Pembaruan Utang) dalam 
Kitab Undang-udang Hukum Perdata  merupakan subbab yang pertama. 
Sedangkan subbab yang kedua meliputi Sejarah BMT, Badan Hukum BMT, 
Asas dan Landasan BMT, Prinsip Utama BMT, Tujuan dan Fungsi BMT, 
serta Produk-poduk BMT. 
Bab III Metode Penelitian, merupakan cara atau teknik yang digunkan 
dalam penelitian ini. Di dalamnya berisi Jenis Penelitian, Subjek dan Objek 
Penelitian, Sumber Data, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan 







Bab IV Pelaksanaan Pembaruan Akad Mudarabah di BMT SM NU 
Kramat Cabang Purwokerto, berisi Pelaksanaan Pembaruan Akad Muḍārabah 
di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto dan Analisis terhadap 
Pembaruan Akad Muḍārabah di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto 
menurut Hukum Islam. 
Bab V Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran-saran. Dari pembahasan-
pembahasan yang tuangkan dalam bab sebelumnya diambil sebuah 
kesimpulan yang merupakan pernyataan umum mengenai hasil analisis dalam 




















Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai 
pelaksanaan pembaruan akad mudharabah di BMT SM NU Kramat Cabang 
Purwokerto, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan pembaruan akad mudharabah di BMT SM NU Kramat 
Cabang Purwokerto dilakukan kepada nasabah/mitra dengan tujuan 
pembinaan. Pelaksanaan pembaruan akad mudharabah merupakan 
kebijakan BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto untuk mengatasi 
angsuran yang belum dipenuhi nasabah/mitra pada akad yang lama. 
Kewajiban angsuran akad lama yang belum terpenuhi dibayarkan 
menggunakan modal akad baru dengan cara dipotong. Pembaruan akad 
mudharabah di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto dibedakan 
dalam dua bentuk, yaitu: 
a. Pembaruan akad mudharabah, dilakukan setelah akad lama berakhir 
(setelah jatuh tempo). 
b. Top up, pembaruan akad mudharabah yang dilakukan sebelum akad 








2. Pelaksanaan pembaruan akad mudharabah di BMT SM NU Kramat 
Cabang Purwokerto ditinjau berdasarkan hukum Islam adalah: 
a. Ditinjau dari rukun, pembaruan akad mudharabah di BMT SM NU 
Kramat Cabang Purwokerto telah memenuhi rukun akad 
mudharabah. Rukun tersebut adalah pihak-pihak yang melakukan 
akad (BMT dan Nasabah/mitra), ma’qud (modal, usaha, dan 
keuntungan), pernyataan mudharabah/shighat akad (kontrak). 
b. Ditinjau dari syarat-syarat, pembaruan akad mudharabah adalah 
sebagai  berikut: 
1) Syarat pelaku dalam pembaruan akad mudharabah telah 
terpenuhi, pihak BMT dan Nasabah/mitra cakap hukum. 
2) Syarat modal dalam pembaruan akad mudharabah tidak 
terpenuhi, modal yang diberikan tidak ada/tidak sesuai akad. 
3) Syarat keuntungan dalam pembaruan akad mudharabah belum 
sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut didasarkan pada akad yang 
di dalamnya hanya tertulis prosentase keuntungan BMT, 
sedangkan prosentase keuntungan yang didapatkan 
nasabah/mitra tidak dijelaskan. 
c. Pelaksanaan akad mudharabah di BMT SM NU Kramat Cabang 










Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada 
BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto, di antaranya: 
1. Pembinaan akad mudharabah harus ditingkatkan tidak hanya ketika 
melakukan proses pembaruan sampai pencairan, namun juga dalam 
prosesnya memberikan masukan untuk menumbuhkan semangat kerja ke 
depan. 
2. Dalam melakukan pembaruan akad mudharabah harus memperhatikan 
ketentuan hukum Islam utamanya agar tidak menambah beban 
nasabah/mitra. 
3. Istilah yang tercantum dalam kontrak/akad harus disesuaikan dengan 
ketentuan akad mudharabah, seperti penggunaan istilah konvensional 
yang tidak berlaku dalam perbankan syariah harus dirubah. Ketentuan 
perhitungan bagi hasil yang didapatkan nasabah/mitra harus dijelaskan. 
Keuntungan dibagi bersama antara keduanya dengan perhitungan 
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